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Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyebutkan
lembaga jaminan atas tanah berupa Hak Tanggungan yang kemudian diatur dalam Undangundang No. 4
Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan
utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada Kreditur tertentu terhadap Kreditu-kreditur
lain. Hak Tanggungan merupakan perjanjian accessoir, keberadaannya tergantung pada perjanjian
pokoknya. Pembebanan Hak Tanggungan dilakukan melalui dua tahap. Pertama tahap pemberian dimana
pemberi Hak Tanggungan wajib hadir dihadapan PPAT untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan
(APHT), bilatidak dapat hadir wajib menunjuk kuasanya dengan Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan (SKMHT). Tahap kedua merupakan saat |ahirnya Hak Tanggungan dengan dibuatnya Buku
Tanah Hak Tanggungan dan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan sebagai bukti keberadaan Hak
Tanggungan tersebut. Berdasarkan sifat dan tata cara pemberian Hak Tanggungan terlihat bahwa terkandung
aspek perjanjian dalam proses tersebut, yaitu harus dipenuhinya ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata mengenai syarat sah perjanjian dalam perjanjian pokok utang piutang dan dalam APHT
serta SKMHT. Selain itu terdapat asas-asas perjanjian seperti asas Personallia, Konsensualisme, K ebebasan
berkontrak dan asas Pacta Sunt Servanda (Perjanjian Berlaku Sebagai Undang-undang) dalam APHT dan
SKMHT yang dibuat para pihak. Terdapat pula unsurunsur perjanjian seperti Unsur esensialia, naturalia dan
unsur aksidentaliadalam APHT dan SKMHT. Lebih lanjut termuat ketentuan risiko dan wanprestasi dalam
APHT. Selain itu, Hak Tanggungan termasuk perjanjian yang dapat dibagi sekaligus perjanjian yang tidak
dapat dibagi prestasinya. Hak Tanggungan tergolong pula perjanjian formil karena harus memenuhi
formalitas tertentu dalam pembebanannya sehingga dikategorikan sebagai perjanjian tertulis.
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